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ABSTRACT

This study is very interesting because it explains the
position of the husband's property and how the
provisions for the use of the wife against the husbhand's
property according to Figh Al-Syafi‘iyyah. This
research is a library research with a descriptive
qualitative research type through a normative
approach, using a documentation data collection
technique, while the data analysis uses a transferability
technique. The results of his research that the position
of the husband's assets obtained during marriage can be
categorized as joint assets between husband and wife
which are included in the concept of syirkah abdan or
syirkah muwafadlah. According to Figh Al-Syafi'iyyah,
the use of a wife against her husband's property is not
permissible without the permission of the husband.
However, if the husband gives permission or the wife
knows that the husband allows his wife to take only what
is rightfully hers, then the wife may take and use it. This
is because the husband's personal property is wholly
owned by the husband, even though some of the
property belongs to the wife. Unlike the case with
husband and wife syirkah assets, where they can use it
as much as their respective rights in the property.

ABSTRAK

Kajian ini sangatmenarik karena untuk menjelaskan
kedudukan harta suami dan bagaimana ketentuan
penggunaan istri terhadap harta suami tersebut
menurut Figh Al-Syafi iyvah. Penelitian ini merupakan
penelitian pustaka (library research) dengan jenis
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui
pendekatan normatif, menggunakan teknik
pengumpulan data dokumentasi, sedangkan analisis
data menggunakan teknik transferabilitas. Hasil
penelitiannya kedudukan harta suami yang diperoleh
selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta
perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam
konsep syirkah abdan atau syirkah muwafadiah.
Penggunaan istri terhadap harta suami menurut Figh
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Al-Syafi’iyyah adalah tidak dibolehkan bila tanpa izin
dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau
istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya
mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil
dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta
milik pribadi suami sepernuhnya milik suami, meski di
dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri.
Berbeda halnya dengan harta syirkah suami istri, di
mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak
masing-masing dalam harta tersebut.

PENDAHULUAN

Berawal dari sebuah perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang
beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak. Di mana seorang ayah bertindak sebagai
seorang pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan
semua anggota keluarga. Ibu bertindak dalam fungsi pengawasan kepada anak-
anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk
menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga inti. Antara semua anggota
keluarga mempunyai hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka
mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda
jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan
menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga
bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun tanpa istri keluarga tidak dapat
terbentuk dan masyarakatpun tidak pernah ada untuk membentuk kesatuan yang
lebih besar yaitu suatu negara. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya
perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal
35 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami
atau istri dapat bertindak untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas
harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa
suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta bendanya. Apabila putus karena perceraian, maka harta besama
tersebut diatur menurut hukum dan prosedur masing-masing, yang tentunya
melalui hakim dan pengadilan yang berwenang.(Karimuddin 2021)

Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta
pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa
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ikut campur suami atau istri untuk menjualnya atau dihibahkan. Juga tidak
diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas
harta pribadinya. Ketentuan lain bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum
Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi
suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan
dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan
dikuasai olehnya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri
dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka.
Undang-undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum
terhadap harta pribadi suami istri masing-masing.(Manan 2006)

Sedangkan harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa
perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat
atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam
istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan
istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil
pencaharian suami, sedangkan istri bertindak sebagai manajer yang mengatur
manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan
dengan tuntunan perkembangannya istri juga dapat melakukan pekerjaan yang
dapat mendatangkan kekayaan. Jika antara suami-istri masing-masing
mendatangkan modal dan dikelola bersama, maka hal demikian disebut dengan
syirkah al-inan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mengenai harta benda
dalam perkawinan, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Harta bersama, yaitu
harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan, yaitu harta benda
yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Harta
perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai
hadiah atau warisan (Muhammad 2000). Berdasarkan uraian tersebut, maka
tertarik untuk dilakukan penelitian mengenai ketentuan hukum penggunaan istri
terhadap harta suami menurut Figh Al-Syafi’iyyah yang dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan, bagaimana ketentuan penggunaan istri terhadap harta suami menurut
Figh Al-Syafi iyyah.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu kajian, penggunaan metode sangat penting untuk menentukan
arah penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat di dalamnya.
Jenis penelitian adalah kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman
yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang
berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala yang
ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka. Dalam penelitian
kualitatif, sasaran penelitian dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber
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informasi, yang darinya peneliti belajar mengenai apa yang diinginkan. Adapun
pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau penelitian
hukum. Artinya hukum yang telah dikonsepkan sebagai sandaran hukum yang
merupakan patokanp erilaku manusia yang dianggap pantas akan dijadikan pola
ukur dalam praktik.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah bahan hukum yang
dipergunakan untuk mengkaji dan menemukan permasalahan yang dikaji. Bahan
hukum adalah data bahan hukum yang langsung dari sumbernya yang utama.
Dalam hal ini data yang berupa kata-kata dan tindakan (Moleong 2007). Bahan
hukum primer penelitian ini diperoleh dari hasil dokumantasi kitab-kitab Figh
Al-Syafi’tyah, seperti kitab Fath al-Qarib, kitab Hasyiyyah al-Bajirt ‘Ala Ibn
Qasim, kitab Fath al-Mu’in, kitab I'anat al-Thalibin, Kitab Kanz al-Gharibin,
kitab Hasyiyyat al-’Amirah, kitab Al-Tahrir, dan kitab Fath al-Wahhab.
Berdasarkan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dokumentasi (telaah dokumen), yaitu mencari data mengenai hal-hal yang
variabelnya berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,
agenda dan sebagainya. (Arikunto 1999) Dalam hal ini peneliti akan menelaah
data-data yang terdapat dalam kitab-kitab Figh Al-Syafi’iyyah dan buku-buku
yang menjelaskan tentang ketentuan kewenangan istri terhadap penggunaan harta
suami.

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan melakukan
pengelompokan yang disusun secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode content analysis. Metode penelitian content
analysis adalah sebuah analisa yang bertujuan mengungkapkan proses etik dan
emik terhadap suatu peristiwa sosiologis yang memiliki proses dan makna teks
dan bahasa, sehingga dapat diungkapkan proses-proses etik dan ermik yang
terkandung di dalam teks dan bahasa tersebut, baik dalam konteks objek, subjek
maupun wacana yang berlangsung di dalam proses tersebut.(Burhan Bungin
2007) Maka dalam hal ini peneliti dalam berupaya menganalisa data yang telah
ditemukan dan dikumpulkan akan menggunakan metode analisis induktif,
sehingga dapat memperhitungkan nilai nilai secara eksplisit sebagai bagian dari
struktur analitik.

LANDASAN TEORI
Harta dan Sebab Kepemilikan

Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan
dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang
menurut hukum dimiliki perusahaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2008). Harta yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal
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menurut hukum, syara’ seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah
atau pemberian yang bermanfaat (Qardhawi 1997). Harta merupakan salah satu
bentuk dari sekian banyak apa saja yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan
sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki
harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status
sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi
kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara
hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur
tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat
bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan.
Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi
yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup
mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan,
harta keluarga ataupun harta bersama (Wignjodipoero 1999). Perkawinan dalam
tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam
perkawinan.

Harta dalam perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai,
suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat
yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta
hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan
barang-barang hadiah. Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu
adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang
diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) maupun harta benda
yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing
suami istri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian/hibah atau hadiah
serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di
Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari
hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau
istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya
(Kusuma 2003).

Mengenai kepemilikan harta baik secara wasiat atau warisan, Islam
mengenal sistem kepemilikan individual. Wasiat akan memungkinkan seseorang
yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak
dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli
warisnya. Melalui jalur atau metode wasiat ini seseorang (penerima wasiat) akan
mempunyai kepemilikan terhadap harta dari yang mempunyai harta tersebut (yang
melakukan wasiat).(Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina 2019). Sementara
warisan berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus
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menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-
masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang
terbagi menjadi milik beberapa orang setelah setelah ia meninggal. Islam tidak
mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usaha
dagang (syirkah) dengan pertimbangan pertimbangan untung rugi. Serikat usaha
bisa ditemukan dalam satu keluarga seperti firma (usaha keluarga) atau serikat
usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perorangan harus
dikeluarkan terlebih dulu sebelum harta dibagi (Yaswirman 2011).

Menurut M. Arsyad Thalib Lubis harta dapat dimiliki seseorang dengan dua

cara, yaitu:

a. Sebab yang dapat menimbulkan milik, yaitu sebab menjadikan harta
yang sah dan belum menjadi milik orang sama sekali, maka harta
tersebut dapat menjadi milik seseorang dengan jalan mengambil dan
menguasai dengan sengaja atau menguasai sesuatu harta yang sah
menurut hukum Islam atau hukum yang mengatur hal itu, misalnya air
sungali, batu emas, pohon dan lain sebagainya menjadi milik bagi orang
yang mula-mula mengambil dan menguasai harta itu dengan sengaja.

b. Sebab yang dapat memindahkan milik, yaitu sebab yang memindahkan
harta menjadi milik orang lain. Harta yang telah menjadi milik seseorang
dapat berpindah menjadi milik orang lain dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Pindah dengan akad yaitu memindahkannya dengan melakukan akad
jual beli, hibah, sedekah, wasiat dan sebagainya.

2) Pindah dengan dipusakai yaitu bila seseorang mati meninggalkan
harta milik maka harta itu pindah menjadi milik warisnya dengan
jalan dipusakai (Lubis 2000).

Dengan demikian cara pemilikan harta itu dapat dilakukan dengan cara
memiliki harta yang belum dimiliki orang sama sekali atau dengan memindahkan
hak milik itu menjadi milik orang lain dengan jalan akad atau dipusakakan.

Di dalam ajaran Islam dibolehkan membuat perjanjian yang berguna untuk
mengantisipasi efek yang timbul setelah adanya jalinan hubungan suami istri
termasuk akibat dari harta kekayaan mereka. Selain menunjukkan bolehnya
membuat janji juga diwajibkan memenuhi janji yang telah dibuat antara satu
dengan lainnya. Selain itu dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh suami istri
di saat berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya suami atau istri secara pasti
telah mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara harta kekayaan
mereka secara timbal balik di samping kewajiban yang lain (Ifdal 2010).
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Dasar Hukum dan Jenis Harta dalam Perkawinan

Pada dasarnya, harta suami istri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai
hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya,
tanpa diganggu oleh pihak lain. Di dalam AIl-Quran maupun hadis tidak
memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami
selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri
hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-
Quran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami
dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam
menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang
termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber
kepada jiwa ajaran Islam (Basyir 2000).

Islam menerangkan tentang adanya hak milik laki-laki atau perempuan,
baik dalam perkawinan atau bukan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa’ ayat 32,
Allah SWT berfirman:

| ,;, :S°\ Uu ﬂ... ) d dgjﬂ 5. / ‘_Ji; °}S" / 4\_1 ZU\ /S" 1! A \af,:.:. \gj
s 0K G A G alimd B A 1SHlL s GEER) G Cual cLANG
(Y selaall) e

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi
orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi
para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Nisa’ [4]: 32).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah membebani kaum
laki-laki dan perempuan dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan
perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian
khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum perempuan. Kaum perempuan
mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka
memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum laki-laki.
Masing-masing merekka tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi
yang lainnya.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami ataupun istri
melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika mereka berusaha dalam
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kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang
dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat
tersebut mengandung pengertian bahwa setiap laki-laki atau perempuan
mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau
diberikan orang tua. (Kusuma 2003)

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri
sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana
yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri
sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara
sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh
secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan
sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi
perceraian dalam perkawinan mereka. Hukum Islam juga berpendirian bahwa
harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan
istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.(Susanto
2008)

Dasar hukum yang lain yaitu firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 34,
yang berbunyi:{

G s Ly miy B agian 400 (38 Ly (L) e (5020 38 O
OS5 A das Ly il Gsia GIEE BIANLANE 2l gl
M Skl 3 Gh s jlals palinall (3 GhsDARN 5 Gb shad (B 550
(V¢ celadll) 1508 Gle G () Sl Ggale | 25
Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang
lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka
di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan  untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-
Nisa’ [4]: 34).

Apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga secara
wajar padahal suami mampu tetapi tidak mengeluarkan hak untuk keluarganya
maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan
diri dan anak-anaknya secara ma’ruf.

Ada dua pola pandangan yang ditemukan dalam masyarakat Islam tentang
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harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan, pandangan itu

didasarkan adat kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan kepada petunjuk

syari’at Islam, yaitu:
a. Memisahkan antara hak milik suami dan istri

Masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan

istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami istri, harta
pencaharian suami selama perkawinan adalah harta suami bukan dianggap
sebagai harta bersama dengan istrinya. Bila istri mempunyai penghasilan,
maka hasil usahanya itu tidak dicampurkan dengan penghasilan suami
(Anshary 2010). Dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam
rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah
tangga, diatur sedemikian rupa. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal
istri terhadap suami, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami menurut
tingkat ekonomi suami. Apabila suatu saat suami mendapat kesulitan dalam
pembiayaan keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang, berarti
suami telah berhutang kepada istrinya. Bila terjadi perceraian, maka tidak
ada pembagian harta bersama, karena tidak ada harta bersama. Bila salah
seorang meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat
warisan dari harta peninggalan almarhum.

b. Mencampurkan harta penghasilan suami dengan istri

Masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami
dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap
akad nikah mengandung persetujuan kongsi syirkah. Jadi, seluruh harta
yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama
(suami-istri). Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam
usaha memperoleh harta bersama tersebut, siapa yang harus mengeluarkan
biaya untuk keperluan hidup rumah tangga dan atas nama suami atau istri
harta tersebut terdaftar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-
masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama.
Begitu pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka
setelah diselesaikan pembagian harta bersama menurut porsi yang
semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan almarhum
dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.(Anshary 2010)

Menurut Uudang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 25 menyatakan
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain,
dan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut
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hukumnya masing-masing. Maka dalam harta benda, termasuk di dalamnya
apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang
dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik
harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari
harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah harta pencarian
bersama suami istri dan barang-barang hadiah.(Kusuma 2003)

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak
menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan
istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan
sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada
campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki
sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing suami istri.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam,
mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami
istri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat diganggu
oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan
sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta
benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum
perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

Sonny D. Judiasih berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan istri
dalam perkawinan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

a. Dilihat dari sudut asalnya, harta suami dan isteri dalam perkawinan dapat

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum
mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha
lainnya, disebut harta bawaan.

2) Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama
pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersamasama atau
sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah
untuk masing-masing.

3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan
perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka
disebut harta pencarian.

b. Ditinjau dari sudut penggunanya, harta ini dapat dipergunakan untuk
pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.

c. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat Harta itu
berwujud hata milik suami dan isteri, harta milik seseorang tetapi terikat
pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan
dengan tegas oleh yang bersangkutan. (Judiasih 2015)

35



Jurnal Tahgiga, Vol. 16 No. 1, Tahun 2022
P-ISSN: 1978-4945
E-ISSN: 2828-4372

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya
harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna
memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta
tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya
perkawinan.

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau
melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas
persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut
mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam
masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan
yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai
tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata
dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju
kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak
ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan
harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang bersama
maupun hutang pribadi. Pertanggungjawaban terhadap hutang pribadi dibebankan
kepada harta masing-masing suami istri. Sedangkan terhadap hutang bersama
yaitu semua hutang baik yang dibuat oleh suami maupun istri atau bersama-sama
untuk kebutuhan hidup keluarga dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta
bersama tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari harta suami, dan apabila
tetap tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Suami Istri

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas,
baik tentang harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung
sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang
diberikan suami, dan juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh
suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam
menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
menjadi harta suami atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang
termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber
ajaran Islam.(Basyir 2000)
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Figh Al-Syafi’iyyah tidak membahas secara khusus tentang harta suami
dalam perkawinan, khususnya harta yang dihasilkan suami selama perkawinan
berlangsung. Namun demikian, harta suami selama dalam perkawinan bisa
ditemukan pembahasannya dalam pembahasan harta syirkah (perkongsian).
Karena pada dasarnya dalam urusan rumah tangga, yang mencari nafkah dan
memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab
suami, sedangkan istri tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dan anak-
anak mereka.

Muhammad Syatta dalam Kkitab 7’anat al-Thalibin juga menyebutkan
pengertian syirkah, yaitu:

=i de Loy o e ol day b slaa sl cle gl LIAY) AR A

(.Abu Bakar n.d).g ssill dga (e aaly e JSY (o0 A Ball G
Artinya:
Syirkah menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan atau bisa
dibedakan melalui akad atau tidak, sedangkan menurut istilah adalah sebuah
akad yang menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi satu orang lebih
tanpa perbedaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa syirkah adalah
sebuah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menghendaki sebut
hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih tanpa membedakan hak.

Menurut Muhammad Syatta menyebutkan sebab terjadinya suatu syirkah
itu ada dua macam, yaitu:

Sy e Sl (¥ sl law L AS5aN o (Jualaldl )

u\ LS\ ¢ x| cu_am\j Ls)llo‘zf\.nj\ ‘ujJ)AYLAuLL\\ nﬂlgui_\ c:\SJ.Ja
(.Abu Bakar n.d).c_xe sl Je Ao Lagin &l 35Y) ) 2day

Artinya:

Syirkah itu ada dua sebabnya, pertama karena milik tanpa akad syirkah, di

mana dua orang memiliki suatu harta warisan atau harta yang dibeli

bersama, kedua karena akad syirkah, di mana dua orang melakukan akad
perkongsian antara keduanya terhadap harta atau lainnya.

Selanjutnya, Figh Al-Syafi’iyyah membagikan syirkah tersebut ke dalam
beberapa bentuk pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Zakariyya
al-Anshari dalam kitab Al-Tahrir, yaitu:

Sllls o)y ) LT 5 el (k) b Laasal le g ,8)
Sl callaal) ASES (o) 4S8 dayyl) gl () L (aall
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37



Jurnal Tahgiga, Vol. 16 No. 1, Tahun 2022
P-ISSN: 1978-4945
E-ISSN: 2828-4372
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Artinya:
Syirkah ada dua macam, pertama, syirkah pada kepemilikan, baik secara
paksa atau kemauan sendiri, seperti mengambil warisan dan pembelian.
Kedua, syirkah dengan adanya akad, yaitu ada empat macam, syirkah
abdan, seperti perkongsian dua orang yang membawa sesuatu, dan semua
perbuatan tangan supaya kedua orang yang berkongsi berusaha secara sama
atau berbeda, baik sama pebuatan atau berbeda. Syirkah wujiih, seperti dua
orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang untuk
keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka
dibagi dua. Syirkah mufawadhah, di mana dua orang berkongsi dengan harta
atau badan keduanya serta siap untuk mendapatkan pembayaran.
Dinamakan mufawadhah karena diambil dari kata “fafawadha fi al-hadits”,
artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”. Syirkah ‘inan,
diambil dari kata “’anna‘an al-syai”, artinya nampak, ada kala karena

syirkah ini lebih nampak dari lainnya, atau karena nampak bagi kedua orang
yang berkongsi terhadap harta lainnya.

Dalam kitab lainnya, yaitu kitab Fathal-Wahhab Bi Syarh al-Manhaj al-
Thullab, Zakariyya al- Anshari juga menyebutkan bahwa:

Lagin osSd) ol ol (Wt ol ol 48,8) da )l g)sil (2)
j Cplblas 48 al) slai o U gleta j OIS Lglude Lagian (LA@_\.,,S
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Artinya:
Syirkah ada empat macam, syirkah abdan, seperti perkongsian dua orang

supaya kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya
secara sama atau tidak, baik sama pebuatan, seperti keduanya menjahit atau

38



Jurnal Tahgiga, Vol. 16 No. 1, Tahun 2022
P-ISSN: 1978-4945
E-ISSN: 2828-4372

berbeda, seperti salah satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki.
Syirkah mufawadhah, dengan fatah waw diambil dari kata “tafawadha fi al-
hadits”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”, di mana dua
orang berkongsi dengan badan atau harta keduanya secara sama tau tidak,
dan siap untuk mendapatkan pembayaran sebab rampas atau lainnya.
Syirkah wujith, seperti dua orang berkongsi secara sama atau tidak, untuk
mendapat keuntungan dari membeli sesuatu dengan cara berhutang atau
tunai. Syirkah ‘inan, diambil dari kata ““’anna ‘an al-syai”, artinya nampak.

Menurut Musthafa al-Dzahabi dalam kitab Taqrir Musthafa al-Dzahabi

yang diterangkan dalam Hamisy kitab Syargawi menerangkan bahwa:

Laaaa¥ (ol of plie JSI S o L A 3 @l il Juas 13) (5 9)
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Artinya:
Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta ... maka jika masing-
masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya
melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-
masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa
dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta
milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan

pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena
adanya persekutuan.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, menurut Figh Al-Syafi’iyyah,

terdapat beberapa unsur yang tergolong dalam harta bersama (syirkah), seperti:

1.

2.

Syirkah milk, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu

tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.

Syirkah ‘uqid, yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk

mendapat keuntugan. Syirkah ini ada 4 (empat) macam, yaitu:

a) Syirkah abdan, yaitu perkongsian dua orang atau lebih supaya mereka
berusaha dengan badan secara sama atau tidak, baik sama pebuatan,

b) Syirkah mufawadhah, yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan
harta atau badan secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan
pembayaran.

c) Syirkah wujizh, yaitu perkongsian dua orang atau lebih untuk membeli
sesuatu dengan cara berhutang atau tunai untuk mereka berdua, jika
mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua.

d) Syirkah ‘inan, yaitu perkongsian dua orang atau lebih pada harta untuk
berusaha.
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Melihat semua bentuk syirkah yang telah disebutkan, kedudukan harta
suami istri dalam perkawinan dapat dilihat berdasarkan konsep-konsep yang
berhubungan dengan harta (maliyyah). Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka dari
beberapa bentuk syirkah tersebut, praktek harta suami istri dalam perkawinan
dalam masyarakat Indonesia dapat diketagorikan dalam syirkah abdan atau
syirkah mufawadhah.

Dengan demikian secara substansi dapat dipahami bahwa konsep
kedudukan harta suami istri dapat digiyaskan dari konsep syirkah dalam Islam. Di
mana suami-istri dianggap sedang melakukan suatu kerjasama untuk melakukan
sesuatu pekerjaan dan hasilnya dibagi bersama. harta suami istri merupakan
bentuk syirkah karena pengertian bentuk kerja sama atau perkongsian antara
suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang
bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha. Syirkah dalam harta suami
istri merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk membangun
sebuah keluarga termasuk di dalamnya harta suami istri dalam perkawinan.
Walaupun dalam prakteknya, suami istri tidak sama dalam bekerja. Artinya suami
kerja di luar rumah dan istri bekerja di rumah, keduanya saling membantu dan
saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu dari kedua
suami isrtri tidak bekerja pada bidangnya masing-masing, maka pekerjaan salah
satu yang lainnya ikut terganggu terhadap lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta suami istri dapat dikategorikan
sebagai harta suami disebut sebagai syirkah abdan dikarenakan sebagian besar
dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah
hidup keluarganya. Sedangkan syirkah muwafadlah karena perkongsian suami
istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan
selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian
atau hadiah.

Ketentuan Penggunaan Istri Terhadap Harta Suami

Pada dasarnya, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam
perkawinan dengan membebankan pemberian nafkah keluarga ada dipundak para
suami, sedangkan istri taat dan patuh kepada suaminya. Oleh karena itu dituntut
kepada para suami untuk keluar rumah mencari harta sebagai karunia Allah SWT
demi memenuhi kewajiban tersebut. Dalam literatur Figh Al-Syafi’iyyah telah
mengatur beberapa kewajiban pokok suami terhadap istrinya selama perkawinan,
yaitu memberikan mahar, membayar nafkah dan menyediakan tempat tinggal.
Adapun penjelasan masing-masing kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mahar
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Mahar merupakan kewajiban pertama yang harus diberikan oleh seorang
suami kepada istrinya. Suami harus memenuhi mahar yang telah ditentukan,
sekalipun mahar tersebut bukan dalam bentuk benda/materi, karena mahar itu
juga dibenarkan berupa manfaat (Muhammad Jafar 2020). Oleh karena itu, istri
berhak menolak ketika suami ingin menyentuhnya apabila mahar belum
diberikan.

Mengenai kewajiban mahar ini, Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi dalam
kitab Fath al-Qarib, menyebutkan bahwa:
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Artinya:
Apabila istri telah sah menyerahkan dirinya, niscaya wajiblah mahar
dengan tiga perkara, yaitu: pertama: dengan suami sendiri mewajibkan
mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya. Kedua: dengan diwajibkan
oleh hakim atas suami dengan mahar mitsil. Syaratnya adalah hakim
mengetahui jumlah mahar mitsil tersebut, tidak disyaratkan kerelaan suami
istri terhadap mahar mitsil yang ditetapkan oleh hakim tersebut. Ketiga:
wajib dengan suami berhubungan intim dengan istrinya yang telah
menyerahkan diri sepenuhnya tanpa penentuan mahar dari suami atau
hakim. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar mitsil, dengan

semata-mata berhubungan intim dengan istrinya. Standar mahar mitsil
tersebut ditentukan pada ketika akad nikah menurut pendapat kuat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa di saat istri telah
menyerahkan kepada suami, maka suami wajib memberikan mahar dengan tiga
sebab, yaitu dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri
menyetujuinya, diwajibkan oleh hakim, dan karena suami berhubungan intim
dengan istrinya.

2. Memberikan nafkah

Setelah terjadinya akad perkawinan, maka suami diwajibkan menunaikan
nafkah istri sebagai balasan taat istri kepada suaminya, maka wajib bagi suami
memberikan nafkah istri karena nafkah yang tidak ditunaikan akan menjadi
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hutang terhadap suami.(Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal
2021)

Salah satu ulama Figh Al-Syafi’iyyah, Zain al-Din al-Malibar1 dalam
kitab Fath al-Mu’in juga menyebutkan tentang kewajiban suami memberikan
nafkah, yaitu:

|y ga 7 g ) QS QU8B )00 (oA g a5 Lgaudd (o AiSaall A )l Aass
IS o)s palall 43 o La 35Sl gl (g Wi B lle (g (el
b 1 Unsigia IS (g A9y s (g pmumall 4y a2l Lag 2ad 1 | jusne
(Al-Malibart n.d).Jas sl 3 Sl 5 as¥1 (a5 Cai g
Artinya:
Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan
terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami
kaya, dia wajib memberikan dua mudd dari pada makanan yang biasa
dimakan oleh istrinya dan daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku
adat. Apabila suami miskin, dia wajib memberikan satu mudd daripada
makanan dan daripada lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila
suami pertengahan, dia wajib memberikan satu mudd setengah daripada
makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Seandainya
istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib
memberikan pembantunya. Seandainya suami tidak sanggup memberikan

nafkah, istrinya dapat membatalkan pernikahan mereka sebagaimana
suami tidak sanggup membayar mahar sebelum menggaulinya.

Zakariyya al-Anshari dalam kitab Fah al-Wahhab, juga menyebutkan
tentang kewajiban suami membayar nafkah, yaitu:

Lo cllay ¥ (a0 g 5) cond (A (gl (4 puna (o asn IS ads a)
LilSe sl (B 4 ) Gl (1) LuiSa dy (ASadl (e 4 iy
2e) Aad ) ) Ay pa sl Al ) Apad gl g(ain g ) (i ga ol Liamaag
da | pura Gade A4ISH aa ) e 52 ) A (i) o (salah
((O120) | mne Gl (a2 0 Y 0 8 5) 4 (Lmesm) e (5 s
Loy all Lgintos L3 (il 46 sl AUS a3 o) Ll
o ia g adae g diak ) dalall ol ady Gy Can g Lail g clgradig
e ol Tl gl et ol sl e a0 (Jad) @ Qe ()
(Al-AnsharT 2007a) e J salall (a5 yrally 3 ydlaall (pe 43Y
Artinya:
Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta yang

dapat mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang punya
usaha, juga terhadap hamba walau mukatab, mub’as walau mereka kaya
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pada setiap paginya wajib memberikan satu mudd makanan kepada istri
mereka walau dia merupakan kafir zimmy, hamba, sedang sakit atau kaya.
Terhadap suami yang kaya, yaitu suami yang dengan memberikan nafkah
kepada istri tidak akan menyebabkannya miskin, diwajibkan mamberikan
dua mudd. Hanyasanya tidak di i’tibarkan kebutuhan istri sebagaimana
nafkah kerabat, karena istri berhak menerima nafkahnya pada setiap hari
walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap
paginya, karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan.
Makanan tersebut merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk tempat
istri dari pada gandum, langla, kurma atau susu, karena tersebut
merupakan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan
membayar nafkah kepada istrinya pada setiap hari menurut keadaan suami.
Bila suami kaya, wajib memberikan dua mudd makanan yang biasa dimakan
oleh istrinya, lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami
miskin, wajib memberikan satu mudd makanan, lauk pauk dan pakaian orang
miskin. Apabila suami pertengahan, maka wajib memberikan satu mudd
setengah makanan, lauk pauk serta pakaian orang pertegahan. Adapun kadar
satu mudd tersebut adalah 0,864 liter atau 0,6912 Kg bila dibulatkan menjadi
0,7 Kg.(Penulis 2006)

3. Menyediakan tempat tinggal

Selain memberikan nafkah yang berupa makan dan pakaian kepada
istrinya, suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada
istrinya. Zain al-Din al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu’in, menyebutkan
bahwa:

) Lellas Lenais o Lgie A ol asd ol (S ade) Ll ()
Osing Y ae S ) s3le (L i) 4l 55 pall Jy Aalal
(.Al-Malibart n.d).cs 5iSa s (1 _)laa 5l 5) (Sl

Artinya:

Kewajiban atas suami untuk istri memberikan tempat tinggal yang aman
jiwanya dan harta walau sedidkit di saat suami pergi dari tempat tinggal
itu, karena itu merupakan kebutuhan hidup bahkan karena dharurat
kepadanya. Tempat tinggal itu haruslah pantas buat istri secara adat,
walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami
tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut boleh saja dalam bentuk
pinjaman atau sewaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan
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menyediakan tempat tinggal yang pantas buat istri secara adat dan bisa aman
jiwanya dan harta walau sedidkit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu.
Tempat tinggal itu tidak mesti milik suami, namun boleh juga dalam bentuk
pinjaman atau sewaan. Kewajiban itu dibebankan secara mutlak, artinya
walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat
tinggal, kewajiban itu tetap berlaku.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa
kepemilikan istri terhadap apa saja yang menjadi kewajiban suami adalah
setelah disediakan dan diserahkan oleh suami kepadanya. Oleh karena itu bila
suami tidak menunaikan kewajibannya dengan tidak memberikan mahar,
nafkah atau tempat tinggal, maka istri tidak berhak memilikinya.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta
milik suami sepernuhnya memang milik suami, meski di dalam harta itu ada
sebagian yang menjadi hak istri. Harta istri adalah apa yang dimilikinya, atau
apa yang suami berikan kepadanya. Maka istri hanya boleh mempergunakan
harta suami selama suami memberikan izin kepada istrinya untuk dipergunakan
istri, baik dalam hal belanja rumah tangga atau kebutuhan pribadi istri. Oleh
karena itu seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa
izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkan
istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan
mempergunakannya. Sehingga jika memang suami tidak sanggup melakukan
kewajibannya lagi kepada istri, karena suami sudah tidak ada lagi hartanya,
maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara menafkahi dirinya dari hartanya
sendiri atau mengutang pada orang lain dengan izin suaminya, maka utang itu
menjadi kewajiban suami membayarnya. Namun jika istri tidak sanggup
bersabar, maka istri dapat melakukan fasakh.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebelumya, maka dapat disimpulkan
kedudukan harta suami dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta
perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep syirkah abdan atau
syirkah muwafadlah. Alasan termasuk syirkah abdan dikarenakan sebagian besar
dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah
hidup keluarganya. Sedangkan Alasan termasuk syirkah muwafadlah dikarenakan
perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta
yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta
pribadi suami atau istri, seperti harta warisan dan pemberian atau hadiah.
Penggunaan istri terhadap harta suami menurut Figh Al-Syafiiyvah adalah tidak
dibolehkan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan zin atau
istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya,
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maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta
milik pribadi suami sepernuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada
sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta syirkah suami istri,
di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam
harta tersebut.
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